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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan K edua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menggukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran
berakhir;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2011;

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
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Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penergpan Standar Pelayanan Minima (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan K euangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provins dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengel olaan K euangan Daerah,

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem
Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem
Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2010 Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

Menetapkan

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.



Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah berupalaporan keuangan memuat :
a. laporan realisas anggaran;
b. neraca;
c. laporan aruskas; dan
d. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf a Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :

a. pendapatan Rp. 673.678.127.602,80
b. belanja Rp. 657.929.593.895,81

surplus/defisit Rp. 15.748.533.706,99
C. pembiayaan

a. penerimaan Rp. 65.641.102.515,82

b. pengeluaran Rp. 9.421.416.517,45

Pembiayaan Netto Rp. 56.219.685.998,37

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
adalah sebagai berikut :
a. Selish Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp
11.097.592.666,77 dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pendapatan setel ah perubahan Rp. 662.580.534.936,03

2. redisasi Rp. 673.678.127.602,80
Selisih lebih/(kurang) Rp. 11.097.592.666,77
b. Selish Anggaran dengan redisasi belanja  sgjumlah Rp.
(60.822.696.021,66) dengan rincian sebagal berikut :
1. anggaran belanja setelah perubahan Rp. 718.752.289.917,47
2. redisas Rp. 657.929.593.895,81
Selisih lebih/(kurang) Rp.( 60.822.696.021,66)
c. Selish Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sgjumlah Rp.
71.920.288.688,43 dengan rincian sebagai berikut :
1. surplug/defisit setelah perubahan Rp. (56.171.754.981,44)
2. redlisasi Rp. 15.748.533.706,99
Selisih lebih/(kurang) Rp. 71.920.288.688,43

d. Selish Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.
41.428.931,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran penerimaan pembiayaan
Setelah perubahan Rp. 65.599.673.584,82
2. redisasi Rp. 65.641.102.515,82
Selisih lebih/(kurang) Rp. 41.428.931,00)




e. Selisih Anggaran dengan redlisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.
(6.502.085,93) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pengeluaran pembiayaan

Setelah perubahan Rp. 9.427.918.603,38
2. redisasi Rp.  9.421.416.517,45
Sdlisih lebih/(kurang) Rp. (6.502.085,93)
f. Selish Anggaran dengan redlisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.

47.931.016,93 dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pembiayaan neto

Setelah perubahan Rp. 56.171.754.981,44
2. redlisas Rp. 56.219.685.998,37
Selisih lebih/(kurang) Rp. 47.931.016,93

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasa 1 ayat (1) huruf b per 31
Desember 2010 adalah sebagai berikut :

a. jumlah aset Rp. 944.319.766.119,86;

b. jumlah kewajiban Rp  4.460.294.290,02; dan

C. jJumlah ekuitas dana Rp. 939.859.471.829,84.
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebagai
berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari 2010 Rp.  65.563.086.657,82;
b. arus kas dari aktivitas operasi Rp.  86.784.356.703,35;
c. arus kas dari aktivitasinvestas aset non-
keuangan Rp. (77.433.231.701,00);
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp.  (9.379.987.586,45);
e. arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 28.278.008,00;
f. saldo akhir kas di BUD Rp.  65.562.502.081,72;
g. saldo kas di bendahara pengeluaran Rp. 8.500.905,10;
h. saldo kas di bendahara penerimaan Rp. 37.898.727,00;
i. saldo kas di BLU RSUD Rp. 6.397.408.704,64;
j. saldo kas akhir per 31 Desember 2010 Rp.  72.006.310.418,46.
Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf d Tahun Anggaran 2010 memuat informasi, baik secara kuantitatif
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pel aksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :



a Lampiran |
Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran1.3 :

Lampiran .4

Lampiran 1.5
Lampiran |.6
Lampiran .7

Lampiran 1.8

Lampiran1.9 :

Lampiran 1.10:
Lampiran 1.11:
Lampiran Il
Lampiran 111
Lampiran IV
Lampiran V

PoooT

. Laporan Realisass Anggaran dan Ringkasan Laporan

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja;

. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

: Rincian Laporan Redlisasi Anggaran Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;,

Rekapitulas Redlisas Anggaran Belanja Daerah
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program dan Kegiatan;

. Rekapitulasi Redlisasi Anggaran Belanja Daerah untuk

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan dan
Fungsi Dalam Pengelolaan Keuangan Negara;

. Daftar Piutang Daerah;
. Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;,
. Daftar Realisass Penambahan dan Pengurangan Aset

Tetap Daerah;

. Daftar  Redlisass  Penambahan dan Pengurangan
Aset Lainnya;
Daftar K egiatan-kegiatan yang Belum

Disdlesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan
Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

: Neraca;

: Laporan arus kas;

. Catatan Atas Laporan Keuangan; dan

. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

Pasal 8

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari
Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerahini.

Pasal 9

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai rincian dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati.



Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulal berlaku padatanggal diundangkan.
Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
padatanggal 12 September 2011

BUPATI KARANGASEM,

Ttd

| WAY AN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura
padatanggal 12 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

Ttd
| NENGAH SUDARSA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2011 NOMOR 12
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Bagian Hukum dan HAM

I Ketut Suwarna



